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NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal
139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, perlu untuk menyesuaikan
bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bengkayangmenjadi Perusahaan Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bengkayang perlu diganti dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Bengkayang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penctapan Tarif Air Minum(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dircksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama,Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

DenganPersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATIBENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Bengkayang.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Kuasa Pemilik Modal atau yang selanjutnya disebut KPM adalah Kepala Daerah
Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ perusahaan
umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum

Dipindai dengan CamScanner




10.

11.

3

Dacrah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada
Dircksi atau Dewan Pengawas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sclanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dacrah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Perusahaan Umum Air Minum Tirta Bengkayangyang selanjutnya
disebutPerumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah BUMD yang dibentuk
oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Sebagai Penyelenggara Sistem
Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkayang.

Dewan Pengawasadalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan kegiatan pengawasan perusahaan umum Daerah.

Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang bertanggung
jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk
kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang serta mewakili
Perumda Air Minum Tirta Bengkayang baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang diangkat
dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II
BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Bengkayangdiubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang yang selanjutnya disebut Perumda Air
Minum Tirta Bengkayang.

BAB III
LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Lambang

Pasal 3

Lambang Perumda Air MinumTirta Bengkayangsebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

mni.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4
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(1) Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsebagaimana dimaksud
dalamPasal 2 ayat (1)berkedudukan di IbukotaDacrah.

(2) Untukmendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan
kepadapelanggan,Perumda Air Minum Tirta l}cngkayangdapat
mendirikancabang/unityang berkedudukan di Ibukota

kecamatandanditetapkan dengan Keputusan Bupati scsuai usul Dircksi dan
pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV
MAKSUD, TUJUANDANKEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 5
Maksud didirikan PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangadalahuntuk melakukan
usaha dibidang penyediaan air bersih/air minum atau usaha lainnya
bagikemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan
perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Tujuan didirikan PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangyaitu untuk:

a. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum dan air
bersih yang berkualitas danbermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai kondisi,karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola
perusahaan yang baik;

b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM);

. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;

. sebagai salah satu sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD); dan

e. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a0

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 7

(1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyaitu untukpenyediaan
air bersih dan air minumbagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai
kondisi,karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan
yang baik.

(2) Selain kegiatan usaha penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdapat membuka jenis usaha
baru/usaha lainnya.

(3) Pengembangan jenis usaha baru/usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI
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Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 8
PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangmempunyai tugas melaksanakan
pelayanan penyediaan airbersih dan air minum bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat, serta mendorong pertumbuhanperekonomian Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, PerumdaAir Minum Tirta

Bengkayangmempunyai fungsisebagai berikut:

a. menyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan ataupenggunaan air
bersih;

b. melakukan pengembangan unit usaha lain dibidangpenyediaan air bersih
dan air minum bagi masyarakat;

c. menyusun dan merumuskankebijakan rencana program dan kegiatan ;

d. pembangunan serta pengembangan jaringaninstalasi air minum;

e. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minumsesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

f. mengatur pemasangan ataupenempatan jaringan instalasi air minum
kepada masyarakat sebagai pelanggan;

g. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat
dalampenyediaan, penggunaan dan penanganan air minum;

i. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap aset Perumda Air Minum
Tirta Bengkayang.

Bagian Ketiga
Jangka WaktuBerdiri

Pasal 10
PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangdidirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas.

BAB VI
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11
(1) Modal Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdapat bersumber dari:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi:

a. kapitalisasi cadangan; dan

b. keuntungan revaluasi aset.

Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (l)dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12
Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda
Air Minum Tirta Bengkayang.
Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barangmilik Daerah.
Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah
dijadikan penyertaan modal Daerah.
Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan
meclakukanpenafsiran harga barang milik Daerahsesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13
Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur
mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bengkayang terdiri atas kekayaan
daerah yang dipisahkan.
Semua likuiditas Perumda Air Minum Tirta Bengkayang disimpan pada
bank yang ditentukan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang
dipisahkan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 14
Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahanmodal BUMD
dilakukan untuk:
a. pengembangan usaha;
b. penguatan strukturpermodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah;
Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air
Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi olehPemerintah
Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta

Bengkayang.

Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 15
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(1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat melakukan pinjaman sesuai
dengankelaziman dalam dunia usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman dilaksanakansesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah
Pasal 16
(1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat menerima hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakansesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sumber Modal Lainnya

Pasal 17

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modalkapitalisasi cadangan
dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh KPM.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasicadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan keuangandaerah.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 18
Organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayangterdiri atas:
a. KPM
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 19
(1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda Air
Minum Tirta Bengkayang.
(2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

Pasal 20
(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta
Bengkayangmempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapatdilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) antara lain:
a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;
c. kerja sama;
d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukananak perusahaan
dan/atau penyertaan modal,
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e. penyertaan modal Pemerintah Dacrah bersumber darimodalkapitalisasi
cadangan, dan keuntungan revaluasi aset,

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas,dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawasdan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan,;

j. penggabungan, pemisahan, peleburan,pengambilalihan, danpembubaran
Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan

k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah
kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdalam 1 (satu)
transaksi atau lebih;

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta

Bengkayangapabiladapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan
olehPerumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
menggunakankekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang secara
melawan hukum.

Pasal 22
(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam
pengembanganusaha PerumdaAir Minum Tirta Bengkayang.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta
Bengkayang;dan
c. rapat luar biasa.

Pasal 23

(1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat memberikan insentif kepada
pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(3) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan berdasarkan:
a. capaian target kinerja;
b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai

jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan.

(4) Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
Pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 24
Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, unsur

profesional, dan/atau unsur masyarakat konsumen yang independen.
Pasal 25
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Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 26
(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah Warga

Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, Jjujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan
danmengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah
satufungsi manajemen;

€. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar
pertamakali;

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota
Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik
menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

(2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya harus
mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 27

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah direksi dan paling
banyak 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang
anggota, l(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagaiKetua
Dewan Pengawas.

(4) Penentuan jumlah anggotaDewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat(2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan
efektivitas,pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air
Minum Tirta Bengkayang.

Pasal 28

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan
uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh
Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29 .
(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksg
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28,wajib menandatangani
kontrakkinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaks_ud gada ayat
(1) tidakbersamaan waktunya dengan pengangkatan anggotaDireksi, kecuali
untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
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(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 tidak
berlaku bagi pengangkatan kembalianggota Dewan Pengawas yangdinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik sclamamasajabatannya.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkatuntuk masa jabatan paling lama 4
(empat) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil
meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerahdalam memberikan
pelayanan air kepada masyarakat.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan
Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota
DewanPengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 31
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umumdaerah; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksidalam
menjalankanpengurusan perusahaan umum daerah.

(2) Dewan Pengawas wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) sampai dengan ayat(2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 32
Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b,
anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas
akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan
dari kantor akuntan publik kepada KPM.
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(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas,
pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh

KPM.

Pasal 34

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimalfsud pada ayat
(1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada
Perumda, Negara, dan/atau Daerah; )

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
Perumda Air Minum Trita Bengkayang.

Pasal 35
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 36

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan
Anggota Dewan Pengawas.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dikenai sanksi
administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidakdilaksanakan oleh KPM paling lama20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutandiangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan
Pengawas, semua jabatan yangbersangkutan sebagai anggota Dewan
Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 37
(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan
usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dikenai sanksi
administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.
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(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidakdilaksanakan oleh KPM paling lama20 (dua puluh) hari kerja sejak

yang bersangkutandiangkat memangku jabatan baru sebagai anggota

DewanPengawas, jabatan yangbersangkutan sebagai anggota Dewan
Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 38

(1) Anggota Dewan Pengawas wajibdengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas untukkepentingan BUMD.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadapanggota Dewan
Pengawas yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian
pada perusahaanumum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas
yangbersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkantersebut
dandisetorkanke rekening kas umum daerah.

Paragraf S5
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 39

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)palingbanyak terdiri atas:

a. honorarium;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau
d. insentifpekerjaan.

(3) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan
apabila Perumda Air Minum Tirta Bengkayang mencapai target kinerja yang
telahditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum
Tirta Bengkayang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggotaDewan Pengawas
diatur dalamPeraturan Bupati.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 40
(1) Keputusan Dewan Pengawas diambildalam rapat Dewan Pengawas.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawasdapat pula diambil di
luar rapat DewanPengawas sepanjang seluruh anggotaDewan Pengawas

setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal
yang  dibicarakan dandiputuskan, termasuk  apabila  terdapat
pernyataanketidaksetujuan anggotaDewan Pengawas.
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Paragral 7
Sckretarint Dewan Pengawas

Pasal 41

(1) Untuk membantu  kelancaran  tugas Dewan Pengawas, dapat  dibentuk
sckretarial Dewan Pengawas.,

(2) Pembentukan sckretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Pengawas.,

(3) Keanggotaan sckretarint Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan
berasal dari pemerintah daerah.

(4) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Sckretariat Dewan Pengawas
dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang,.

Bagian Keempat
Dircksi

Paragraf 1
Pegangkatan

Pasal 42

(1) Dircksi diangkat olch KPM.
(2) Pengangkatan anggota Dircksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan keputusan KPM

Pasal 43

Untuk dapat diangkat secbagai anggota Dircksi adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a.
b.

P ®mopoo0

B
.

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

pengalaman  kerja minimal 5 (lima) tahun di  bidang
manajerialperusahaan berbadan hukum;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan badan wusaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum dengan hukuman penjarakarena melakukan
tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
tidak sedang menjalani sanksi pidana;

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupat1/Wak1l Bupati, anggota
Dewan Pcngawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketlga baik
menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
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